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ABSTRAK 
 
 
Lina Kurniawati, 1520110004. Hak Istri Menolak Rujuk Pada Masa 
Iddah Talak Raj’i Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi 
Manusia. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN 
Kudus. 

Penelitian ini membahas tiga rumusan masalah yaitu Pertama, 
bagaimana hak istri menolak rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam dan 
analisis pasal-pasalnya. Kedua, bagaimana hak istri menolak rujuk Perspektif 
Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga, bagaimana analisis 
perbandingan antara proses pelaksanaan rujuk menurut Fikih empat Mazhab. 
Berpijak dari tiga rumusan masalah tersebut, jenis penelitian ini merupakan 
penelitian pustaka (Library Research), bersifat deskriptif-analitik. Dalam 
pendekatan ini yaitu pendekatan normatif dan sosiologi hukum. Teknik 
pengumpulan data dengan dokumentasi. 

Tiga hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Status 
perempuan sebagai subjek hukum rujuk dalam Fikih Imam Mazhab tidak ada 
sama sekali. KHI menyatakan dalam Pasal 164 perempuan sebatas sebagai 
hukum pasif yaitu dapat menerima dan menolak rujuk. Kedua, Legalitas hak 
rujuk bagi perempuan dalam fikih Imam Mazhab ini mengambil dari al-
Baqarah ayat 228 yang mengatakan suami lebih berhak merujuk istrinya dan 
karena hak talak ada pada suami secara otomatis hak rujuk juga milik suami, 
dan Peraturan di Indonesia secara legalitasnya yaitu perempuan diminta 
persetujuannya atau menolak rujuknya, ini selaras dengan melihat pada hukum 
perkawinan pun harus ada persetujuan dan sesuatu yang dipaksa tidaklah 
dianggap hukumnya. Ketiga, Implikasi hak rujuk bagi istri sebagai kontrol 
sosial dan rekayasa sosial saat ini, suami tidak akan sewenang-wenang dalam 
menelantarkan istrinya dengan ikatan yang tidak jelas. Pemerintah juga 
seharusnya mempertimbangkan dan mengubah peraturan dengan melihat 
bahwa perempuan sebagai subyek hukum sempurna/ahliyah al-kamilah, sudah 
seharusnya boleh mengajukan rujuk dengan suaminya. 
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